PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR %7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMEENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

8. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pagal 7

Feraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021

ientang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati:

. bakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelakaanaan
lugas teknis oprasional dan/atau telmis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatian pelayanan kepada
masvarakat ii daeral agar berjalan lancar. tertil. berdayaguna,

dar. berhasilguna perly menelapkannya dengan Peraturan
Bupat:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
hurul a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tebun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4435)-

Jndang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan Peraturan
Perundang-urdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahyn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tenitang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Ferunda_ng-undmsa_n (Lernbaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 54594);

JUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tshun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Svarveise o §

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahyn 2011 tentang Pembenrukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik
[ndenesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 6308);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Hegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244 Tambahan lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 2587], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbyr
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
herna |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573

Undang-Undang Nomeor ‘20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Femerintahan  (Lembaran Negara Republik |ndcnesia

Tahun 2004 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangleat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara
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Yeratluran  Pemerntah  Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomaor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 0322},



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

|3 Peraturan Menteri NDalam Negeri Nomar 12 Tahun 2017 tentang

Peauiman Yembeniukan dan Klasifikasi Labang Oiras darn Unit

Pelaksana Tekniz Daerak;

1 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

PFembangunan dan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

135. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahuyun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nemor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 |;

16. Peraturan Bupat Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Orgenisasi Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH BATUAN PENDIDIMAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KARUPATEN PESAWARAN,

BAB 1
HETENTUAN UMUM

Paszal [

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran,
2.  Bupati sdalah Bupati Pesawaran,

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pezawarar.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan

Brakwvaan Kahupaten Presawaran

i =aruan Pendidikan adalah 'mit Pelaksana

Beroentuk Satuan Pendidikan Formal dan
habupaten Pesawaran.

Teknis Daerah Satyan Pendidilkan
Satuan Pendidikan Non Formal di

~d

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok

Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. ;
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Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
disingkalr SPF TK MNegeri adalah Satuan Perndidikan Formal Taman Kanak-kanak

o "|.:'-_-|I""| Hl AT En
natuan Penddikan Farmal Sekolah Dasar MNegen vang selanjutnya disingkat SPF

50U MNegen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri vang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnys
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Mon Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kahupaten Pesawaran vang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal,

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anal usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuarn, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  ketrampilan dan  pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta
1 Foliwe | Aang elitiajiska

vk mrngembangkan Kemampuan FESETTA
vdscd ik

HProgram Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan vang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 9 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasulki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sekeiompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu,

BAB I
PEMBENTUKAN

FPasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

Beanridikan mada Dinas, terdlin pras
g  =HE TR Negen,
b. SFF SD Negen,
SFF SMP Negeri: dan
d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar,

Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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EBAB III
KEDUDUIKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Hesatu
Kedudukan

Pasal 3

I satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
dnsur peiaksana teknis Dinas vang melaksanakan

a. kegiatan teknis operasional; dan/fatau
0. kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah vang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada avat (2
merupakan jabatan fungsional guru bagai 3PF dan pamong belajar bagi SPNF
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Su 51:1nan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari -
a. kepeala Sekolah!

b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

c. kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l yang merupakan bagian vang tidak terpieahkan dari Peraturan
Bupat ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala® Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar,

UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi .

a. melaksanaan dan pengaturan proscs belajar mengajar;
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b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olahraga dan kesenian pelajar di sekolah,

c. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
kepenclidikan di sekolah

(ELR S R N R B R L RN AN AN .-q._-j|.|lr,|_l\. P el i ';Ji.';.JEI.-\.,

melaisanakan admimisiras ketatausahaan, kKesiswaan, ketenagaan, sarana
prasana dan Kedangan,

f. melaksanakan pemantauan dan evalyasi pelaksanaan tugasnya.

B. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Kepals Sekolah

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan
jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawahb
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi -

o Mwrgorganisasikan, mongarahkan, mengoordinasikan dan Mengawas! proses
kegatan belajar mengajar,

b, menvelenggarakan administrasi perencanasn, pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana: dan

¢. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan,

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

helompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar vang mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan vang
dalam melaksanakan tuegasnva herads dihawah dan hermnggung jawab kepada

Pt il s Rikla
noluimipok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat |1 mempunya
lungsi :

a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;

b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

¢ melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran:

d. melaksanakan analisis hasgil pembelajaran harian;

€. menvusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
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f. melaksanakan pengimbasan pengetahrian kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar;

mentiaha ly pembeatan alal pelayaran falat peEraga,

meriumbunkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta
didik;

1. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjads tanggung
Jawabnya;

J- membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Baglan Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

ER LTS o TR

'abatan Pelaksana <rhapaimana dimaksud pada pasal nurufl o
MeTupekan  enage kependidikan bertugas  melaksanakan administirasi,
petigelolaan dan pelavanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pacda
Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

kelompok Jabatan Pelaksana terdin dari jabatan pelaksana.

Kelompok .Jabatan Pelaksanz dapat terdiri dari

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Eeua.ﬁg.an;

¢. Pengadministrasi Kepegawaian: dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.,

BAB V

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
SIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Ualam rangka peccepatar dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilavah
Kecamatzn Bidang Pendidikan sebagai ynit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, vang dipimpin oleh seorang Keordinator.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh secrang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil

Negara lainnya yarig Derpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal 11l /¢,
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il all Wilayah kecdrmatan Widang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
aval |1, thanglkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
persetujuan Bupau.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan.

Koardinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanva.

Koordinator Wilayah Keearnatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). mempunyaj fungsi ;

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, satana, prasarana, pendidilk,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilavah kerjanyva;

melaksanakan penradministrasian usul kenaikan

Aerdidh dan senaga kependidikarn.

h pangkat dan angka kredit

© meliksanakan koordinasi lomba-lomba 21 wilayah kerjanva;
melaksanakan tugas administrasi di Iingkungan koordinator wilayah; dan

€. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepalas dinas pendidikan
kabupaten.

BAB V1
TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompol
Jabatan Fungsional dan Kelompoic Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinlronisasi dan simplifikasi baik intern dan fatau antar
unit lainnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
e L teradi pepsimpBnpal 'agar mengambil langkah-langkah vang diperiukan,

SPtAp pimpinan satuan  organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoorlinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan rugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lehih
lanjut dan untuk memberikar petunjuk kepada bawahannya,

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atsean, tembusan laporan

wejib  disampaikan kepada satuan organizaei lain vang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.



BAE VI
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

hepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupali sesvai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky.

Pasgal 12

Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku,

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Pads Dinas Pendidikan Dan

Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Beeatiran Rupati ini mirlai berlaku spiak Tanpgsl diundangkan

WA T SCLIRP orang Mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Hupati ini
utiigall penempatannya dalam Beritg Daerah Kabupaten Pesawaran

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal = Jengari 2022

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuari 2nz2

Plh. SEKRETARIS D, m;aﬁam PESAWARAN,

s

BERITA DAEF.AH KABUPATEN FESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 5:¢




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN BUPATI PE5A
NOMOR 37

TApngw 2r 27

ARAN

TENTANG PEMBENTUKAN (RGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANAAN TEKNIS |-

iRAH SATUAN PENDIDIKAN PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN k| BUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

L. FERUEAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (5D) KABUPATEN PESAWARAN

| 15 | SDN 15 GEDONG TATAAN

UPTD SDN 15 GEDONG TATAAN

2 KECAMATAN GEDONG TATAAN

Q.

KNama Bekola

[ Sebelum Perubahan ;nsu-;hh Perubahan Alamat E_ﬂknlnh Kecamatan NPSN
| 1 SDN 1 GEDONG TATAAN UPTD SDN | GEDONG TATAAN | Wiyono | CEDONG TATAAN | i0801098 -
|2 SDN2GEDONG TATAAN UPTD SDN 2 GEDONG TATAAN | Sukaraja GEDONG TATAAN | 10801150 v
|3 _SON 3 GEDONG TATAAN UPTD SDN 3 GEDONG TATAAN _ | Taman Sari GEDONG TATAAN | 10801087 .-
4 _SDN 4 GEDONG TATAAN UPTD SDN 4 GEDONG TATAAN | Sukadadi ~ | GEDONG TATAAN | 10801121 .
. 5 SDN5 5 GEDONG TATAAN UPTD SDN 5 GEDONG TATAAN Sungai Langl-:a | GEDONG TATAAN 16801143
[ & |SDN ﬁGEDﬂHG TATAAN UPTD SDN 6 GEDONG TATAAN Taman Sari | GEDONG TATAAN 10800406 |
| 7 [ SDN 7 GEDONG TATAAN UPTD SDN 7 GEDONG TATAAN | Bagelen | GEDONG TATAAN | 10801398 |
| 8 | SDN 8 GEDONG TATAAN | UPTD SDN & GEDONG TATAAN | Sukaraja - GEDONG TATAAN 10800296
.9 | SDN9GEDONG TATAAN | UPTD SDN 9 CEDONG TATAAN _ | Bogorejo GEDONG TATAAN | 10791306

l[] ' | SDN 10 GEDONG TATAAN I.JF'T[I SDN I{Il Q-EDDHG TATAAN | Pampangan GEDONG TATAAN 1080 !_E? E
| 11 ' SDN 11 GEDONG TATAAN UPTD SDN 11 GEDONG TATAAN | Sukabanjar GEDONG TATAAN | 10801125 -
L 12  SDN 12 GE[_H_JNG TATAAN UPTD SDN_!__J!_ GEDONG TATAAN | Wivono o | GEDONG TATAAN H}IHU{HI? ]
| 13 'spbw 13 GEDONG TATAAN | UFTD SDN 13 GEDONG TATAAN | Bagelen 108 1004 GEDONG TATAAN 10801994
| 14 | SDN 14 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 14 CEDONG TATAAN Bagelen ~ |GEDONG TATAAN | 10800414 E'

Sukadadi GEDONG TATAAN 10800307 T



| 16 SO 14 EDONG TATAAN | UPTD SDN 16 tiv:i NG TATAAN | Cipadang GEDONG TATAAN +f 10801343
| 17 SD% 17 \EDONG TATAAN _ [UPTD SDN 17 (i&{ ( 'NG TATAAN Gedong Tataan GEDONG TATAAN | 10801359 .
BERERRE EDONG TATAAN | UPTD SDN 18 GE( < 'NG_TATAAN | Kotoarjo_ K= GEDONG TATAAN .| 10810367
| 19 SOV 14 iEDONG TATAAN [ UPTD SDN 19 GEI' NG TATAAN | NegeriSalti GEDONG TATAAN .| 10801459
| 20 | SDN 20 (iEDONG TATAAN | UPTD SDN 20 (1EL -6 TATAAN Kebagusan GEDONG TATAAN ] 10801472 —Jl
| 21 [SDN 21 ({EDONG TATAAN UPTD SDN 21 (GELCNG TATAAN | Cipadang GEDONG TATAAN | 10801335
22 [SDN 22 (:EDONG TATAAN | UPTD SDN 22 GED1 NG TATAAN | Way Layap GEDONG TATAAN - 10801101 |
| 23 | SDN 23 (iEDONG TATAAN | UPTD SDN 23 GEDONG TATAAN | Kebagusan : GEDONG TATAAN | 10801164 _
[ 24 [SDN 24 ((EDONG TATAAN | UPTD SDN 24 GEx NG TATAAN |Bagelen SECRRS TITIRN of WRGNIAs
| 25 [SDN 25 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 25 GEDCING TATAAN | Gipadang CoDONG TATAAN 10200356
26 | SUN 26 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 26 (i (NG TATAAN | Bernung b GEDONG TATAAN - | 10800636
| 27 |SDN 27 GEDONG TATAAN UPTD SDN 27 GEDING TATAAN Sungai Langka GEDONG TATAAN . 10689290 |
28 |SDN 28 (EDONG TATAAN UPTD SDN 28 GED ING TATAAN | Sungai Langka GEDONG TATAAN .| 10800110
Eg |3DN 30 GEDONG TATAAN UPTD SDN E!E__QEEM :NG TATAAN | Bogorejo ——— GEDONG TATAAN 3q. 10801306 %"
SDN 31 GEDONG TATAAN UPTD SON 30 GEDONG TATAAN | Sukadadi _ - GEDONG TATAAN 1. 10800150 &/
31 | SDN 32 GEDONG TATAAN UPTD SDN 31 GEDONG TATAAN Bogorejo GEDONG TATAAN - | 10800365 -
32 | SN 33 :EDONG TATAAN | UPTD SDN 32 GEDOUNG TATAAN | Kutoarjo GEDONG TATAAN - | 10801189
33 [sDN :Ft GEDONG TATAAN UPTD SDN 33 GEFDNG TATAAN | Cipadang - QEDofS TRIAAN | 108603 -
34 | SDN 35 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 34 GEDONG TATAAN | Kurungan Nyawa 'GEDONG TATAAN « | 10801479 |
35 | SDN 36 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 35 GEDONG TATAAN |SungaiLangka — GEDONG TATAAN L
[ 36 | SDN 37 GEDONG TATAAN __ | UPTD SDN 36 GEDONG TATAAN | Taman Sari  GEDONG TATAAN | 10800108
| 37 | SDN 38 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 37 GEDONG TATAAN | Kebagusan GEDONG TATAAN | 10800379
38 | SDN 39 GEDONG TATAAN UPTD SDN 38 GEDONG TATAAN | Sukargja ) .; EDONG TATAAN - | 10800114
_39 [SDN 40 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 39 GEDONG TATAAN Gedong Tataan GEDONG TATAAN . | 10801329
40 | SDN 41 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 40 GEDONG TATAAN | Karang Anyar GJ:.DDHG TATAAN - | 10801418 .
| @D | SDN 42 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 41 GEDONG TATAAN |Karang Anyar  GEDONG TATAAN | 10801170
42 | SDN 43 GEDONG TATAAN UPTD SDN 42 GEDONG TATAAN | Cipadang _  GEDONG TATAAN | 10800206
43 Is,_mw 45 GEDONG TATAAN UPTD SDN 43 GEDONG TATAAN | Taman Sari 'GEDONG TATAAN | 10800259
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44 | SDN 46 Gi. NG TATAAN | UPTD SDN 44 GEL N TATAAN | Wigano (i JONG TATAAN
45 | SDN 47 GE|+ ING TATAAN UFTD SDN 45 GEDON.  TATAAN | Wiyona Sl (i JONG TATAAN .| 10800254
46 | SDN 48 GEI NG TATAAN UPTD SDN 46 GEDON.  TATAAN | Bagelen Gt JONG TATAAN 110800226
| 47 | SD SDN 49 GE1/ING TATAAN UPTD SDN 47 GEDVING  TATAAN | Karang Anyar G JONG TATAAN 110800382 |
| 48 | SDN 50 GEL/ NG TATAAN UFTD SON 48 GEDONC TATAAN | Way Layap ~Gf ONG TATAAN 10800420

| 49 |SDN 51 GEGONG TATAAN | UPTD SDN 49 GEDONC TATAAN Cipadang _ _GFDONG TATAAN | 10800225
50 [SDN 52 GEDONG TATAAN UPTD SON 50 GEDONC TATAAN | Padang Ratu GEDONG TATAAN .| 10801432
51 |SDN 53 GEDONG TATAAN UPTD SDN 51 GEDONC  TATAAN | Padang Ratu GEDONG TATAAN -] 10810368
52 | SDN 54 GEDONG TATAAN UPTD SDN 52 GEDON(. TATAAN _| Sungai Langka GEDONG TATAAN .| 10800208 |
23 | SDN 55 GEDONG TATAAN UPTD SDN 53 GEDON(. TATAAN Kebagusan C-E DONG TATAAN .| 10800245
54 | SDN 57 GEi-UNG TATAAN UPTD SDN 54 GEDGNC. TATAAN | Pampangan GEDONG TATAAN .| 10800310
55 | SDN 59 GEDONG TATAAN UPTD SDN 55 GEDONC.  TATAAN Negeri Sakti _GLOONG TATAAN . 10800316

| 56 | SDN 61 GEDONG TATAAN UPTD SDN 56 GEDONC TATAAN | Bagslen _ GEDONG TATAAN .| 10800213
27 | SDN 62 GEDONG TATAAN UPTD SDN 57 GEDONC. TATAAN | Cipadang . GENONG TATAAN | 10800212
58 [ SDN 63 GEDONG TATAAN UPTD SDN 58 GEDONC TATAAN | Kurungan Nyawa GEDONG TATAAN .| 10800372

KECAMATAN KEDONDONG
Se

| T Sebelum Perubahan e kmﬂ-uuiuh Perubahan SNt Sakalai | Tetiintan it
1_|SDN 2 KEDONDONG UPTD SDN 1 KEDONDONG | JI. Tritura Kedondong | KEDONDONG 10800201
2 | SDN 3 KEDONDONG UPTD SDN 2 KEDONDONG J1. Desa Pesawaren  KEDONDONG 10800343 |
3 | SDN 4 KEDONDONG UPTD SDN 3 KEDONDONG JI. Raya Kedondong | KEDONDONG 10800662
4 | SDN 5 KEDONDONG UPTD SDN 4 KEDONDONG JI. Tritura Kedondong | KEDONDONG 10800244
5 | SDN 6 KEDONDONG UPTD SDN 5 KEDONDONG JI. Desa Sika Maju | KEDONDONG 10801156
6 | SDN 7 KEDONDONG UPTD SDN 6 KEDONDONG J1. Lapangan Tempel Rejo | KEDONDONG 10801076
7 | SDN 8 KEDONDONG UPTD SDN 7 KEDONDONG. JI. Way Ratai | KEDONDONG 10801133
8 |SDN 9 KEDONDONG UPTD SDN 8 KEDONDONG J1. Sinar Harapan KEDONDONG | 10800276
9 | SDN 10 KEDONDONG UPTD SDN 9 KEDONDONG JI Sukarame Pasar Baru | KEDONDONG 10801424
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